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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi indikator kinerja yang 

disusun BPBD khususnya di DIY serta meng-

identifikasi faktor-faktor yang timbul dalam 

penyusunan indikator kinerja. Desain pene-

litian ini meng-gunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Tek-nik analisis data mengacu pada 

teknik analisis Hutter-Hennink yang terdiri 

atas tahap pengembangan koda, ulasan men-

dalam, perbandingan, kategorisasi, dan konsep-

tualisasi. Teknik pengumpulan data meng-

gunakan metoda dokumentasi, wawancara, dan 

studi pustaka. Hasil evaluasi cetak biru kinerja 

menunjukkan bahwa indikator kinerja yang 

disusun BPBD DIY memiliki kesesuaian logis 

serta munculan yang berbasis pada dampak 

untuk masyarakat. Namun, indikator kinerja 

BPBD DIY belum ber-orientasi pada kualitas 

baik upaya maupun hasil serta belum 

mengidentifikasikan penyedia layanan dalam 

aktivitasnya. Adapun munculan desa tangguh 

tetap terhitung menunjukkan kesesuaian logis 

karena lingkup desa di DIY sebesar 75% dan 

satuan wilayah lainnya sudah menjadi fokus 

organisasi lain, berdasarkan hasil triangulasi 

dokumen dengan wawancara. Selanjutnya, ber-

dasarkan kategorisasi koda-koda yang disusun, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

fak-tor yang hadir dalam penyusunan indikator 

kinerja BPBD DIY. Faktor-faktor tersebut yakni 

dukungan (pen-dampingan dan pelatihan), per-

sepsi, proses pembentukan, serta pengawasan 

dan apresiasi (monev dan “hadiah-hukuman” 

dari Guber-nur) yang berperan bagi komponen 

organisasi (utamanya personel) untuk menyu-

sun SAKIP sekaligus merealisasi tujuan organi- 

sasi yakni penurunan risiko bencana.  Selain itu, peneliti juga 

menemukan gejala isomor-fisma normatif di dalam sistem pengu-

kuran kinerja BPBD DIY. 

 

Kata Kunci: Cetak Biru Kinerja, Empat Kuadran Friedman, 

Indikator Kinerja, Isomorfisma Normatif, Model Logika 
 

ABSTRACT: This research aimed to examine the association 

between BPBD especially in Yogyakarta Special Region’s performance 

indicator by using logic model approach and then evaluate whether its 

performance measurement system capable to form organizational goal 

congruence. The research design of this research is qualitative descriptive 

approach. Analysis conducted based on Hutter-Hennink analysis 

technique with these steps: code development, thick description, 

comparison, categorization, and conceptualization. Data collected by 

using document analysis, interview, and literature review. The 

performance blueprint results showed that performance indicator which 

designed by BPBD DIY are logical and have community-based outcomes. 

However, it isn’t yet oriented into quality, either effort or effect and it’s 

not yet identified the providers in their activities. The resilience of the 

village is still calculated to show logical compatibility because 75% of 

village and other regional units’ scope in DIY have become the focus of 

other organizations, based on the results of document triangulation with 

interviews. Next, researcher find the PMSs in BPBD DIY have several 

factors: enabling the organization to achieve goal congruence which 

based on researcher’s finding on support (help and training), perception, 

process in making SAKIP, and oversight and appreciation (monitoring 

and evaluation, and reward-punishment). Program and activities 

congruent with output and outcome which resulted to organizational 

aim: the increase in Yogyakarta’s Special Region endurance by disaster 

risk reduction (DRR). Beside that, researcher also found a normative 

isomorphism phenomenon in BPBD DIY’s PMSs.  

 
Keywords: Performance Blueprint, Friedman’s four Quadrant, 

Performance Indicator, Normative Isomorphism, Logic Model 
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PENDAHULUAN 

 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan terhadap 
kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewu-
judkan kesejahteraan umum, salah satunya perlin-
dungan terhadap bencana. Penanggulangan dan 
pengurangan risiko bencana merupakan rencana 
pemerintah (Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional 2015-2019) yang dilandasi dari 
kenyataan bahwa Indonesia terpapar oleh berbagai 
fenomena alam yang berpotensi menimbulkan risi-
ko bencana. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal 
sebagai sebagai “supermarket bencana” meski 
dianggap cukup baik dalam penanggulangannya 
(Sasongko, 2014). 

Pemerintah membentuk Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga 
pemerintah non departemen setingkat menteri 
(Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pe-
nanggulangan Bencana). Selanjutnya untuk lingkup 
provinsi/kabupaten/kota dibentuklah Badan Pe-
nanggulangan Bencana Daerah (Halim, 2016) yang 
berada di bawah gubernur/bupati/walikota. Lebih 
lanjut, disebutkan dalam Rencana Nasional BNPB 
bahwa dalam penanggulangan bencana terdapat 
enam aspek capaian di mana salah satunya adalah 
aspek kerangka regulasi dan kelembagaan (2014). 
Salah satu realisasi pada aspek kelembagaan adalah 
melalui penyusunan rencana strategik, program dan 
kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pe-
laksanaan, serta evaluasi pelaksanaan dan kinerja.   

Realisasi BNPB dan BPBD dalam kelem-
bagaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari 
Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), di mana 
SPM ini dapat diterapkan di organisasi kepe-
merintahan (Anthony & Young, 2007, hal. 48–49). 
Akan tetapi, perbedaan karakteristik organisasi 
kepemerintahan yang tidak berorientasi laba de-
ngan yang berorientasi laba dan manufaktur me-
munculkan sejumlah isu. Salah satunya pada sistem 
pengukuran kinerja (Balabonienė & Večerskienė, 
2015). Secara lebih spesifik, sistem pengukuran 
kinerja menjadi elemen kunci dalam penerapan New 
Public Management (NPM) sebagai media per-
tanggungjelasan atau akuntabilitas (disamping 
akuntabilitas keuangan) dan untuk mencapai tujuan 

organisasi (Ahyaruddin & Akbar, 2016). Sistem 
pengukuran kinerja sendiri menjadi permasalahan di 
pemerintahan Indonesia termasuk di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Primarisanti & Akbar, 2015). 
Meskipun sudah disusun sebuah sistem bernama 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP). 

Adanya isu dan temuan tersebut menarik 
perhatian peneliti untuk mengkaji penerapan SPM 
tersebut di BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). Hal ini mengingat DIY memiliki sejumlah 
potensi bencana sehingga pengelolaan bencana 
(salah satunya dengan penerapan proses SPM) 
sangat penting untuk dilaksanakan. Penelitian 
difokuskan pada penerapan tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan oleh Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) DIY melalui SAKIP, se-
jalan dengan posisi BPBD sebagai Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD, dahulu disebut Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau SKPD) di DIY. Melalui 
hal tersebut dapat diketahui apakah sistem pe-
ngukuran kinerja di BPBD DIY telah membentuk ke-
selarasan tujuan (goal congruence) sesuai dengan 
yang ditetapkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
terdapat isu menarik pada penerapan sistem pe-
ngukuran kinerja di BPBD DIY. Hal ini mengacu pada 
penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa 
sistem pengukuran kinerja di Indonesia tidak di-
maksimalkan penggunaannya (Akbar, Pilcher, & 
Perrin, 2015). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
timbul permasalahan apakah sistem pengukuran 
kinerja yang tercermin dalam indikator kinerja 
sudah dimaksimalkan penggunaannya oleh BPBD. 
Dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah 
evaluasi menggunakan alat analisis cetak biru 
kinerja (performance blueprint) yang merupakan 
analisis kesesuaian indikator kinerja berbasis model 
logika (logic model) dan diperluas dengan analisis 
empat kuadran Friedman. Selanjutnya, perlu 
dilakukan identifikasi atas faktor-faktor yang 
mungkin mendukung atau menghambat penyu-
sunan indikator kinerja di BPBD DIY. Mengacu pada 
rumusan masalah, peneliti menyusun pertanyaan 
penelitian berikut: (1) Bagaimana hasil evaluasi 
indikator kinerja di BPBD DIY ditinjau dari alat 
analisis cetak biru kinerja (performance blueprint); 
(2) Apa sajakah faktor-faktor yang hadir dalam 
penyusunan indikator kinerja BPBD DIY. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini didesain menggunakan pen-

dekatan deskriptif kualitatif. Secara konseptual, 
pendekatan deskriptif bertujuan untuk men-
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deskripsikan karakteristik, aspek, serta fenomena 
atas subjek yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2013) 
sedangkan pendekatan kualitatif dipilih agar pe-
nelitian mampu memberikan pemahaman proses 
dan fenomena yang diangkat sebagai perma-
salahan. Subjek dalam penelitian ini adalah organi-
sasi sektor publik yaitu Badan Penang-gulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogya-
karta. Secara spesifik, narasumber atau partisipan 
penelitian ini adalah pegawai BPBD DIY yang 
menangani SAKIP (bidang Program, Data, dan 
Informasi) serta pelaksana program/kegiatan yakni 
pegawai seksi atau bidang. Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini mengacu pada saturasi yang dicu-
kupkan apabila sudah tidak ada tilikan atau temuan 
baru dari partisipan atau narasumber (Creswell, 
2014, hal. 189). 

Adapun teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah (1) Dokumentasi, yaitu mencari 
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkrip, buku, maupun surat kabar, 
(Arikunto, 2010) di mana dokumen yang dianalisis 
adalah dokumen SAKIP BPBD DIY tahun 2017; (2) 
Wawancara mendalam, yang dilakukan untuk men-
dapatkan tilikan (insight) spesifik atas topik yang 
melibatkan terwawancara dengan pewawancara 
(Hennink, Hutter, & Bailey, 2011) dengan me-
wawancarai sejumlah pegawai BPBD DIY mengacu 
pada pedoman wawancara yang disusun berda-
sarkan hasil analisis dokumen SAKIP BPBD DIY 
tahun 2017; serta (3) Studi Pustaka, berupa kajian 
dan penyelidikan data-data melalui beberapa refe-
rensi dan literatur yang peneliti gunakan untuk 
mengidentifikasi faktor pendukung atau kesuksesan 
pengukuran kinerja di instansi publik, khususnya di 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berda-
sarkan hasil penelitian sebelumnya. Melalui ketiga 
metoda tersebut, peneliti melakukan triangulasi 
untuk mengecek atau membandingkan keabsahan 
data (Moleong, 2014, hal. 330) dengan cara tri-
angulasi sumber, metoda, penyidik, dan teori. 

 

Tahapan analisis data mengikuti tahapan 
evaluasi kinerja cetak biru kinerja atau performance 
blueprint. Pertama, peneliti mengidentifikasi kese-
suaian indikator kinerja dengan model logika.  

 Pada tahapan kedua, penelitian ini melaku-
kan evaluasi indikator kinerja dengan analisis empat 
kuadran Friedman. Selanjutnya, pengukuran ke-
luaran ke dalam kategori upaya dan hasil akan 
menentukan jenis munculan: apakah berbasis ke-
giatan pelayanan (service delivery) ataukah komu-
nitas atau masyarakat (community). Selain keluaran 
dan munculan, komponen aktivitas dalam model 
logika juga ditambahkan dengan mengidentifikasi 
penerima manfaat langsung dan tidak langsung (sa-
saran, contohnya masyarakat) dengan penyedia 
layanan (vendor, penyedia, kolaborator, dan se-
bagainya). Adapun gambaran dari cetak biru kinerja 
diilustrasikan pada Gambar 1. 

Setelah evaluasi menggunakan cetak biru 
selesai, peneliti selanjutnya melakukan analisis hasil 
wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggu-
nakan teknik analisis kualitatif Hutter-Hennink yang 
terdiri dari (1) pendeskripsian, (2) perbandingan, (3) 
kategorisasi, (4) konseptualisasi koda. Hasil wawan-
cara juga berguna untuk mengetahui apakah terda-
pat fenomena isomorfisma kelembagaan di dalam 
organisasi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan perolehan data, peneliti akan 
memasukkan data-data tersebut ke dalam model 
logika yang tercantum pada gambar 2. Selanjutnya, 
peneliti akan mengurutkan data yang disusun 
dengan model logika secara urut dari kiri ke kanan, 
dimulai dari sumber daya hingga dampak.  

 
 
 
 
 
 
 

Komponen sumber daya meliputi (1) ang-
garan, (2) pegawai, (3) relawan, (4) peralatan, dan 
(5) sistem pelaporan. Dasar peneliti menempatkan 
komponen (1) sebagai sumber daya didasarkan 
pada data dan pemaparan anggaran pada Eselon 2 
y 

Gambar 1. Cetak Biru Kinerja (Longo, 2002) 
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Gambar 2. Model Logika Indikator Kinerja BPBD 

 
yang membuktikan bahwa BPBD DIY memiliki 
anggaran dana yang dapat dialokasikan untuk me-
realisasikan program dan kegiatannya. Selanjutnya, 
komponen (2) didasarkan pada akal sehat bahwa 
setiap organisasi memiliki pegawai atau sumber 
daya manusia. Selain itu, data dari laman BPBD DIY 
sendiri menyebutkan bahwa terdapat sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh entitas sebanyak 50 
orang yang mengacu pada data tahun 2013 
(www.bpbd.jogjaprov.go.id, 2013). Komponen (3) 
yakni relawan, didasarkan pada data Program, 
Kegiatan, dan Indikator Kinerja BPBD DIY. Data ter-
sebut menyebutkan adanya relawan dalam indi-
kator kinerja kegiatan. Keberadaan relawan akan 
membantu pelaksanaan tanggap darurat apabila 
terjadi bencana di satu hari nanti. Atas dasar itulah, 
peneliti menempatkan relawan sebagai sumber da-
ya entitas. Komponen (4) yakni peralatan, di-
dasarkan pada pengamatan langsung peneliti di 
lingkungan BPBD DIY. Salah satu contoh peralatan 
tersebut yakni kendaraan. Komponen (5) yakni 
sistem pelaporan keuangan dan kinerja, didasarkan 
pada pengamatan peneliti langsung terhadap dua 
hal. Hal pertama yaitu keberadaan situs Jogja 
Kendali yang berfungsi sebagai “Sistem Informasi 
Pengendalian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta” di mana terdapat aplikasi e-SAKIP dan 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (www.monevapbd. 
jogjaprov.go.id, 2017). Hal kedua adalah penga-
matan peneliti saat melakukan wawancara di mana 
peneliti melihat narasumber pertama memasukkan 
data monev dan/atau SAKIP ke dalam aplikasi 
daring tersebut. Keberadaan sistem pelaporan yang 

tercermin dalam aplikasi tersebut yang menjadi 
basis peneliti untuk memasukkan tia ke dalam sum-
ber daya. 

Adapun komponen dalam aktivitas, keluar-
an, dan munculan semuanya mengacu pada konsep 
manajemen risiko bencana yang terdiri atas mitigasi 
dan kesiapsiagaan, respons, serta reha-bilitasi dan 
pemulihan (Louw & Wyk, 2016). Meretia kemudian 
tercermin dalam tiga bidang BPBD DIY beserta 
program, kegiatan, dan indikator kinerjanya (yang 
terdiri atas aktivitas pencegahan dini, penang-
gulangan saat terjadi bencana, dan pemulihan). 
Adapun komponen kesekretariatan mencerminkan 
bagian sekretariat yang memegang peranan pen-
ting sebagai pendukung pencapaian skor LAKIP 
OPD dan Pemerintah Daerah sesuai target dalam 
penjabaran RPJMD DIY. Ditinjau dari sisi manajemen 
strategik, bagian sekretariat memiliki peran sebagai 
aktivitas pendukung dalam rantai nilai organisasi 
(Gamble, Peteraf, & Thompson, 2015). Adapun 
untuk komponen dampak, peneliti menyesuaikan-
nya dengan visi dan tujuan BPBD DIY. 

Berdasarkan model logika yang telah 
disusun, penelitian ini menelaah bahwa program 
dan kegiatan yang disusun oleh BPBD DIY memiliki 
kesesuaian logis dari sumber daya, aktivitas, 
keluaran, munculan, hingga dampak. Meski begitu, 
ada komponen yang belum menunjukkan kese-
suaian logis. Komponen tersebut ialah munculan 
pertama yakni desa tangguh. Pertanyaan penelitian 
ini terkait alasan BPBD DIY menetapkan munculan 
pertamanya desa tangguh, padahal secara umum 
diketahui bahwa daerah yang ada pada DIY tidak ha- 
nya desa saja, tetapi juga perkotaan yang melingku- 
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hanya desa saja, tetapi juga perkotaan yang 
me-li 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Hasil Evaluasi Indikator dengan 4 Kuadran Friedman 

 
pi kelurahan-kelurahan. Setelah melakukan pemeta-
an indikator dengan model logika, langkah selan-
jutnya adalah mengevaluasi indikator kinerja instan-
si menggunakan alat empat kuadran Friedman. 
Evaluasi ini merupakan rangkaian dari evaluasi mela-
lui cetak biru kinerja. Penelitian ini mengevaluasi 
indikator kinerja BPBD DIY mengacu pada per-
olehan data. Hasil dari evaluasi dengan empat 
kuadran yang tersaji pada Gambar 3. 

Berdasarkan Gambar 3, dapat diperhatikan 
bahwa keseluruhan indikator kinerja yang disusun 
BPBD DIY merupakan indikator kuantitas. Indikator 
kuantitas upaya sebanyak 25 (44%) sedangkan indi-
kator kuantitas hasil sebanyak 32 (56%). Hal ini 
didasarkan dari data yang menunjukkan bahwa sa-
tuan indikator yang tertera dalam penetapan kinerja 
dinyatakan dalam satuan jumlah, misalnya jumlah 
orang hadir, jumlah sarana, dokumen, buku, dan 
sebagainya. Tidak terdapat indikator kualitas baik 
dari sisi upaya maupun hasil. 

Setelah identifikasi dengan empat kuadran 
Friedman, langkah selanjutnya adalah evaluasi cetak 
biru kinerja secara keseluruhan yang belum ter-
identifikasi dari pembahasan sebelumnya. Artinya, 
evaluasi dalam bahasan ini menggabungkan eva-
luasi-evaluasi dalam bahasan sebelumnya yakni eva-
luasi berdasarkan model logika dan evaluasi ber-
dasarkan analisis empat kua-dran Friedman. Namun 
begitu, evaluasi dengan cetak biru kinerja menam-
bahkan komponen lagi selain kedua alat tersebut 
yakni identifikasi penerima manfaat dengan pe-
nyedia layanan berkaitan dengan aktivitas.  

Hasil identifikasi dari telaah dokumen 
adalah sebagai berikut: Penerima manfaat (selaku 
sasaran) adalah masyarakat dan aparat di DIY 
(tujuan instansi), wilayah terdampak bencana 
(program nomor 3), dan Relawan dan taruna 
(program nomor 2). Sedangkan penyedia layanan 
pada dokumen tidak tertulis. Berdasarkan identi-
fikasi, instansi berhasil menyusun indikator yang 

menyebutkan penerima manfaat atas aktivitas yang 
dihasilkan. Akan tetapi, tidak menyebutkan penye-
dia layanan. Selanjutnya, indikator kinerja yang 
disusun oleh BPBD DIY lebih condong pada muncul-
an (outcome) yang berbasis dampak untuk masya-
rakat ketimbang pelayanan (service delivery), meski-
pun hanya terpaut tujuh indikator. Hal ini memang 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam 
penjabaran RPJMD yakni untuk meningkatkan keta-
hanan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Namun perlu diingat bahwa indikator yang disusun 
masih berupa kuantitas sehingga tingkat aktivitas 
yang dilakukan instansi dengan manfaat yang di-
rasakan masyarakat belum dapat terukur secara 
matematis, sebagaimana keunggulan dalam indika-
tor kualitas upaya dan hasil (Longo, 2002). 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti 
dapat meringkas bahwa berdasarkan hasil evaluasi 
cetak biru, indikator kinerja yang disusun BPBD DIY 
memiliki kesesuaian logis serta munculan yang 
berbasis pada dampak untuk masyarakat. Namun, 
indikator BPBD DIY belum berorientasi pada kua-
litas baik upaya maupun hasil serta belum meng-
identifikasi penyedia layanan. 

Kemudian, perlu diketahui bahwa indikator 
kinerja yang telah dievaluasi harus dikaji dan di-
telaah lebih lanjut. Hal ini untuk menyelidiki proses 
pelaksanaan penyusunan indikator kinerja terdapat 
faktor-faktor yang muncul. Berdasarkan kedua 
permasalahan tersebut, penelitian ini memaparkan 
lebih lanjut di dalam identifikasi faktor yang 
didasarkan pada wawancara peneliti. 

Penelitian ini mewawancarai sejumlah nara-
sumber selaku pegawai di BPBD DIY. Dua nara-
sumber berasal dari Subbagian Program, Data, dan 
Informasi (PDTI) serta satu narasumber dari Seksi 
Pencegahan. Melalui narasumber ini, perolehan da-
ta peneliti telah mencapai saturasi yang tercermin 
dalam jawaban narasumber atas pertanyaan 
penelitian beserta pemaparan tambahannya. 

Upaya 

Kuantitas

44%

Upaya 

Kualitas

0%

Hasil 

Kuantitas

56%

Hasil 

Kualitas

0%

Indikator Kinerja
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Penelitian ini juga melakukan konfirmasi 
atas pernyataan salah satu narasumber dan dite-
mukan kecocokan. Salah satu kecocokan itu adalah 
pernyataan salah satu narasumber yang menya-
takan bahwa pegawai di seksi tidak begitu me-
mahami secara rinci hal-hal terkait SAKIP. Setelah 
peneliti mewawancarai narasumber ketiga selaku 
pegawai seksi, hal tersebut benar bahwa pegawai 
tersebut memahami gambaran SAKIP tetapi tidak 
menguasai secara rinci SAKIP. Berdasarkan trans-
krip dan catatan wawancara yang telah disusun, 
penelitian ini menggunakan transkrip untuk menyu-
sun koda beserta deskripsinya.  

Koda E-SAKIP. Koda e-SAKIP disusun ber-
dasarkan temuan penulis atas adanya aplikasi 
daring untuk mengisi LAKIP seluruh OPD di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Aplikasi tersebut di akses 
melalui laman monevapbd.jogjaprov.go.id. Jadi, e-
SAKIP memiliki konteks aplikasi daring dan 
bermakna sebagai media atau alat pelaporan kinerja 
instansi kepada pihak yang memiliki kepentingan 
atau kebutuhan atas informasi kinerja tersebut (da-
lam hal ini Gubernur dan Badan Pembangunan 
Daerah). Selain itu, penelitian terdahulu menye-
butkan bahwa keterbatasan sistem informasi ber-
dampak signifikan bagi penggunaan informasi 
kinerja OPD (Primarisanti & Akbar, 2015). Koda ini 
sering kali disebutkan oleh dua narasumber dari 
subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi 
(PDTI). Koda ini berinterseksi dengan koda Durasi, 
Bantuan, Gambaran, Manfaat, Bappeda, Gubernur, 
dan Monev. 

Koda Durasi. Makna dari koda ini adalah 
persepsi narasumber konteks masa pelaporan 
LAKIP. Peneliti ingin mencari tahu apakah durasi 
waktu pelaporan dirasakan pegawai pendek, 
mencukupi, atau panjang. Berdasarkan hasil wa-
wancara peneliti menemukan bahwa dengan ada-
nya e-SAKIP, durasi atau tenggat waktu pelaporan 
dirasa cukup untuk laporan bulanan. Hal ini dikon-
firmasi dalam pernyataan berikut: “Untuk yang rutin 
bulanan nggak memaksa karena 10 hari...” (Pegawai 
Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi 
BPBD DIY). Meski begitu, narasumber merasakan 
bah-wa penyusunan laporan triwulanan dirasa agak 
mendesak waktunya karena tenggat waktu pe-
ngumpulan harus selesai pada tanggal 5. Koda ini 
berinterseksi dengan e-SAKIP, Monev, Bappeda, 
dan Gubernur. 

Koda Pendampingan. Makna dari koda ini 
adalah adanya bantuan dari instansi lain apabila 
pengisi atau pengguna SAKIP memiliki kesulitan 
dalam pengisiannya. Koda ini disusun berdasarkan 
temuan dari penelitian Ahyaruddin dan Akbar (2016, 
15) yang menyebutkan bahwa bantuan dari instansi 

yang kompeten memiliki peran krusial untuk 
mengurangi kesalahan dan meningkatkan kesem-
patan organisasi mencapai kesuksesan dalam pe-
laporan kinerja. Koda ini berinterseksi dengan koda 
pelatihan dan e-SAKIP. 

Koda Keluaran. Konteks keluaran di sini 
adalah keluaran sebagai indikator kinerja kegiatan 
di tingkat subbagian dan seksi serta keluaran dalam 
konteks model logika yang peneliti susun. Koda ini 
disusun untuk meng-gali pemahaman personel seksi 
terkait yang menjadi narasumber penelitian. 
Responden ketiga memiliki pemahaman mengenai 
keluaran dan munculan seksinya terhadap sasaran 
RPJMD DIY yakni Indeks Ketahanan Daerah (sasar-
an ini menjadi komponen dampak dalam model 
logika peneliti). Pemaparan narasumber ketiga 
tentang keluaran dan munculan seksi tersebut juga 
mengonfirmasi pernyataan nara-sumber pertama 
dan kedua yang menyatakan bahwa responden 
memiliki pemahaman program atau kegiatan. Kode 
ini berinterseksi dengan koda e-SAKIP, munculan, 
dan dampak. 

Koda Munculan. Konteks dari penyusunan 
koda ini sama dengan koda keluaran, meskipun 
secara pemaknaan atau definitif berbeda. Melalui 
koda ini, pemahaman narasumber ketiga terkait 
komponen SAKIP terkonfirmasi. Responden ketiga 
memiliki pemahaman mengenai keluaran dan 
munculan seksinya terhadap sasaran RPJMD DIY 
yakni Indeks Ketahanan Daerah (sasaran ini menjadi 
komponen dampak dalam model logika peneliti). 
Pemaparan narasumber ketiga tentang keluaran 
dan munculan seksi tersebut juga mengonfirmasi 
pernyataan narasumber pertama dan kedua yang 
menyatakan bahwa responden memiliki pema-
haman program atau kegiatan. Koda ini berinter-
seksi dengan koda e-SAKIP, keluaran, dan dampak. 

Koda Dampak. Konteks dari penyusunan 
koda ini sama dengan dua koda yang dijelaskan 
sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti 
menemukan perbedaan define-tif antara pema-
haman narasumber ketiga dengan hasil dokumen-
tasi peneliti. Narasumber menyebutkan bahwa dam-
pak (impact) yang ditentukan sebagai berikut: 

“Dampaknya adalah meningkatnya kapasitas 
untuk menghadapi bencana.” (Pegawai Seksi 
Pencegahan BPBD DIY). 

Padahal, model logika yang berbasis dari 
dokumen SAKIP BPBD menyebutkan “mening-
katnya ketahanan DIY melalui penurunan risiko 
bencana”. Tia sesuai sebagaimana disampaikan oleh 
narasumber kedua sebagaimana dalam percakapan 
berikut: “Ya tidak semua paham bahwa ini untuk 
SAKIP memang.” (Pegawai Subbagian Program, 
Data, dan Teknologi Informasi BPBD DIY). 
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Pernyataan ini pun sudah disampaikan oleh 
narasumber pertama bahwa rekan-rekan di luar 
seksi PDTI tidak begitu mengetahui teknis SAKIP 
meskipun untuk program dan kegiatannya seksi-
seksi tersebut memahaminya dengan baik. Meski 
begitu, perbedaan definitif dari narasumber dengan 
model logika ini memiliki konteks yang sama. 
Dengan kapasitas yang meningkat, otomatis risiko 
bencana akan menurun. Berdasarkan meretia 
penelitian ini menganalisis bahwa pegawai yang 
tidak menangani SAKIP tidak mengetahui secara 
terinci teknis SAKIP (seperti hafal tujuan atau 
dampak kata per kata), akan tetapi substansi dari 
SAKIP tetap diketahui oleh pegawai. Koda ini 
berinterseksi dengan koda e-SAKIP, keluaran, dan 
munculan. 

Koda Gambaran. Koda ini bermakna gam-
baran dari narasumber terkait kemampuan SAKIP 
atau LAKIP dalam menggambarkan kinerja sesung-
guhnya. Koda ini menjadi pertanyaan dalam pedom-
an wawancara, yang berbasis dari hasil wawancara 
dengan seorang pegawai pemerintahan yang me-
nyebutkan bahwa LAKIP tidak merefleksikan kinerja 
sesungguhnya (Primarisanti & Akbar, 2015, hal. 66). 
Berdasarkan hasil wawancara, narasumber pertama 
menyebutkan bahwa SAKIP jelas-jelas menggam-
barkan kinerja sesungguhnya. Meski begitu, nara-
sumber kedua sedikit berkata lain sebagai berikut,  

“Tidak terlalu, karena adanya perubahan. 
Menurut saya cenderung disesuaikan, misalnya 
20 lalu tidak me-mungkinkan lalu menjadi 15.” 
(Pegawai Subbagian Program, Data, dan 
Teknologi Informasi BPBD DIY). 

Perubahan yang dimaksud di sini adalah 
perubahan atas indikator dan capaian kinerja yang 
ditetapkan di awal dengan yang dilaporkan di akhir 
tahun. Perubahan ini biasa terjadi sebelum diterap-
kannya e-SAKIP. Dengan adanya e-SAKIP, kinerja 
tercatat tiap bulan dan perubahan atau penye-
suaian tidak bisa sembarangan dilakukan. “...karena 
selalu tercatat tiap bulan kita melaporkan kerja. Jadi 
walau ada perubahan tidak bisa sembarangan karena 
sudah tercatat di aplikasi. Dulu ‘kan bisa seenaknya. 
Sekarang sudah mencer-minkan (dengan adanya e-
SAKIP, -peneliti).” (Pegawai Subbagian Program, 
Data, dan Teknologi Informasi BPBD DIY). Koda ini 
berinterseksi dengan koda e-SAKIP dan manfaat. 

Koda Manfaat. Koda ini memiliki konteks 
pada manfaat yang dirasakan dari adanya SAKIP, 
khususnya e-SAKIP. Berdasarkan hasil wawancara, 
narasumber menyebutkan bahwa SAKIP memberi 
manfaat sebagai berikut.  

“Manfaat yang dirasakan dari LAKIP adalah 
mempermudah dan pengukurannya jelas.” 
(Pegawai Subbagian Program, Data, dan 
Teknologi Informasi BPBD DIY). 

“Kesan saya terhadap e-SAKIP adalah enak, jadi 
terukur, dan ada alat untuk evaluasi.” (Pegawai 
Seksi Pencegahan BPBD DIY) 

Koda ini berinterseksi dengan koda e-SAKIP 
dan gambaran. Selanjutnya, peneliti akan menja-
barkan keenam koda induktif sebagai berikut. 

Selanjutnya, koda yang kesembilan yaitu 
monev. Monev merupakan akronim dari Monitoring 
dan Evaluasi. Monev sendiri adalah aktivitas peman-
tauan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Gubernur 
dan atau Badan Perencanaan Pemba-ngunan 
Daerah (Bappeda)) atas pencapaian OPD dalam 
jangka waktu bulan/triwulan. Koda ini berdasarkan 
transkrip hasil wawancara dengan narasumber.  

“Ada monev yang diadakan triwulanan...” 
(Kepala Subbidang Program, Data, dan 
Teknologi Informasi BPBD DIY) 

Ketiga narasumber menyinggung kebera-
daan monev ini. Keberadaan monev telah menjadi 
alat kendali bagi organisasi untuk mengarahkan pro-
gram dan kegiatan. Selain itu, monev juga “mencicil 
kerja” penyusunan laporan kinerja yang ada di 
dalam SAKIP. Hal ini dikonfirmasi dalam pernyataan 
narasumber berikut. 

“...menjadikan terprogram, terencana, dan 
terjadwal.” (Pegawai Seksi Pencegahan BPBD 
DIY). 

Monev dapat dilaksanakan di dalam e-
SAKIP. Jadi, manfaat yang dirasakan dengan adanya 
e-SAKIP juga dirasakan dengan adanya monev. 
Koda ini berinterseksi dengan e-SAKIP, Bappeda, 
dan Gubernur. 

Koda Pelatihan. Pelatihan di sini memiliki 
dua konteks, yaitu pelatihan untuk meningkatkan 
pemahaman pegawai tentang LAKIP atau pelatihan 
e-SAKIP. Langkah awal adalah menyusun terlebih 
dahulu koda ini dalam konteks yang pertama. 
Namun saat wawancara, narasumber yang bertugas 
untuk pengisian SAKIP (pegawai di subbagian 
Program, Data, dan Teknologi Informasi) benar-
benar telah menguasai LAKIP. Seiring berlangsung-
nya wawancara, narasumber menyebutkan bahwa 
pelatihan yang diselenggarakan adalah pelatihan 
untuk pengisian e-SAKIP. Berdasarkan hal tersebut, 
peneliti memu-tuskan untuk menggolongkan koda 
ini sebagai koda induktif.  

“Setiap tahun sudah ada dari Badan Diklat dan 
BPPKA biasanya ada pelatihan bimtek tiap 
tahun” (Pegawai Subbagian Program, Data, 
dan Teknologi Informasi BPBD DIY). 

Temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian 
sebelumnya yang menyebutkan bahwa pelatihan 
memiliki dampak positif pada pengembangan 
sistem pengukuran kinerja (Primarisanti & Akbar, 
2015, hal. 59). Koda ini berinterseksi dengan koda e-
SAKIP dan pendampingan. 
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Koda Bappeda. Bappeda merupakan akro-
nim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Konteks Bappeda dalam koda ini adalah Bappeda 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Bappeda adalah 
instansi yang menyusun RPJMD dan meminta lapor-
an dari tiap OPD dalam jangka waktu tertentu. Hal 
ini tercermin dalam pernyataan narasumber berikut. 

“...misal tanggal 5 (laporan—peneliti) sudah 
harus selesai karena permintaan Bappeda” 
(Pegawai Subbagian Program, Data, dan 
Teknologi Informasi BPBD DIY). 

Koda Gubernur. Gubernur yang dimaksud 
adalah Gubernur DIY, yakni Sri Sultan Hamengku 
Buwono X. Saat melakukan wawancara, peneliti 
menemukan fakta bahwa laporan yang disusun 
akan dipratinjau oleh Gubernur. Hasil pratinjau 
tersebut meliputi pula penilaian atas kinerja OPD. 
Penilaian kinerja OPD kemudian akan diperingkat 
dari yang terbaik hingga yang terburuk, di mana 
kepala OPD peringkat teratas dan ter-bawah akan 
mendapat kesempatan untuk ber-salaman kepada 
Gubernur di sebuah acara stasiun televisi sebagai 
bentuk ‘hadiah dan hukuman’ atas kinerjanya. Koda 
ini berinterseksi dengan Bappeda, monev, dan e-
SAKIP. Hal ini tercermin dari kutipan berikut. 

“Karena yang dilaporkan ‘kan dirangking. Nanti 
rangking atas dan rangking bawah salaman 
dengan Sultan di TV__” (Pegawai Subbagian 
Program, Data, dan Teknologi Informasi BPBD 
DIY). 

Koda Top-down. Top-down adalah model 
penyusunan indikator kinerja di mana atasan atau 
instansi yang memiliki kewenangan lebih tinggi 
menentukan program, kegiatan, atau anggaran 
yang harus dipatuhi oleh instansi di bawahnya. 
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan 
adanya model ini yang tercermin dalam pernyataan 
berikut. 

“Jadi waktu top-down itu perumusan kalimat 
tapi waktu cascading (RPJMD—peneliti) kami 
bersama-sama” (Pegawai Subbagian Program, 
Data, dan Teknologi Informasi BPBD DIY). 

Sewaktu Bappeda menyusun RPJMD DIY 
dalam bentuk penjabaran (cascading), tia mengun-
dang pula OPD-OPD lain untuk berpartisipasi dalam 
penyusunan cascading tersebut. Koda ini ber-
interseksi dengan koda Bappeda dan bottom-up. 

Koda Bottom-up. Sama seperti koda 
sebelumnya, bottom-up adalah model penyusunan 
indikator kinerja hanya saja perbedaannya terletak 
pada keikutsertaan pegawai atau instansi di bawah 
otoritas dalam penyusunan dasar indikator kinerja. 
Penulis menemukan fakta bahwa BPBD DIY ter-
nyata menggunakan model ini, baik saat penyusun- 

 

an cascading berikut: 
“Jadi tetap apa ya istilahnya, tidak top down 
murni tapi ikut usul (urun rembuk—peneliti)” 

Saat menyusun program dan kegiatan 
hingga level eselon 4 dan saat pelaksanaan monev 
serta laporan: 

“Ketika bikin laporan triwulan atau bulanan 
‘kan minta teman di seksi (untuk ikut serta—
peneliti)...”(Pegawai Subbagian Program, 
Data, dan Teknologi Informasi BPBD DIY). 

Selain koda induktif, ditemukan satu koda in 
vivo saat melakukan wawancara dan analisis 
transkrip. Koda tersebut adalah ‘Destana’ yang 
merupakan akronim dari Desa Tangguh Bencana. 
Destana ini merupakan pro-gram yang menjadi 
indikator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 
Berkaitan dengan program, responden ketiga 
menjawab bahwa indikator program yang berfokus 
pada ‘desa tangguh bencana’ didasarkan pada 
kajian bahwa 301 desa di DIY rawan bencana. 
Dengan kata lain, 75% wilayah DIY rawan bencana. 
Pe-milihan fokus desa juga dilakukan mengingat 
kampung dan kelurahan tang-guh bencana me-
rupakan tugas Dinas Sosial dan BPBD Kota 
Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan dari nara-
sumber ketiga di atas, dapat dianalisis bahwa model 
logika telah menunjukkan kesesuaian logis secara 
utuh. Selain itu, penjelasan nara-sumber yang runtut 
dan jelas (menurut pengamatan peneliti) menggam-
barkan pemahaman narasumber tersebut akan kegi-
atan di seksi kesiapsiagaan. 

 
Fenomena Isomorfisma dalam BPBD DIY 

 
Lingkungan kelembagaan memberi tekan-

an kepada organisasi, dan organisasi melakukan 
penyesuaian untuk mengejar legitimasi atas tekan-
an tersebut (Ashworth et al 2009). Tindakan penye-
suaian yang dilakukan organisasi inilah yang selan-
jutnya dikenal sebagai isomorfisma ins-titusional 
atau kelembagaan. Isomorfisma kelem-bagaan ada-
lah proses yang terjadi di dalam suatu organisasi 
untuk menyeragamkan dirinya (homo-genisasi) 
seperti unit lain yang mengalami kondisi yang sama 
(DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfisma kelemba-
gaan dibagi menjadi tiga yakni (1) koersif, yang 
muncul dari tekanan politis atau legitimasi; (2) nor-
matif, yang terjadi melalui profesionalisme (Akbar, 
Pilcher, & Perrin, 2012, hal. 266); dan (3) mimetik, 
yaitu tindakan meniru instansi lainnya.  

Menurut hasil penelitian terdahulu, feno-
mena ‘kepatuhan semu’ ini ditemui di sejumlah 
aparatur pemerintah daerah di Indonesia termasuk 
di DIY (Sofyani & Akbar, 2015) di mana isomorfisma 
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koersif menjadi penggerak pelaksanaan sistem pe-
ngukuran kinerja (Akbar et al., 2015).  

Berdasarkan koda-koda yang telah disusun, 
peneliti menemukan adanya gejala isomorfisma 
institusional dalam sistem pengukuran kinerja BPBD 
DIY. Gejala tersebut ditemukan dalam koda-koda 
berikut: 

Manfaat. Berdasarkan hasil wawancara, 
salah satu narasumber merasakan adanya manfaat 
dari SAKIP (khususnya e-SAKIP) sebagai alat 
pengukuran yang jelas. Kesadaran pegawai akan 
manfaat SAKIP ini mendukung profesionalisme 
dalam sistem pengukuran dan realisasi kinerja.  

Top-down. Penyusunan cascading RPJMD 
dan program/kegiatan dilakukan oleh atasan, akan 
tetapi bawahan atau unit pelaksana ikut membahas 
sehingga tidak hanya model top-down saja yang 
diterapkan. 

Bottom-up. Model bottom-up diterapkan 
pula dalam penyusunan cascading dan program atau 
kegiatan. Penerapan model bottom-up ini mengindi-
kasikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan 
mumpuni dalam merealisasi target kinerja yang 
akan ditetapkan. Kompetensi ini juga peneliti 
konfirmasi melalui tingkat pendidikan pegawai yang 
dapat dikatakan baik (mengacu pada situs BPBD 
DIY). 

Berdasarkan koda-koda tersebut, peneliti 
menemukan adanya gejala isomorfisma normatif. 
Keberadaan isomorfisma normatif diketahui melalui 
profesionalisme dan adanya kolaborasi antar pe-
gawai (Akbar et al., 2012) yang dibuktikan melalui 
pemahaman narasumber saat peneliti wawancara. 
Selain itu, temuan isomorfisma normatif di BPBD 
DIY ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 
yang menyatakan bahwa isomorfisma normatif ter-
dapat di OPD di DIY (Primarisanti & Akbar, 2015; 
Sofyani & Akbar, 2015).  

 
Perbandingan dan Kategorisasi Koda 

 
Setelah koda disusun, tahapan siklus 

analitik yang selanjutnya yakni perbandingan dan 
kategorisasi. Perbandingan dan kategorisasi ini di-
lakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam 
yang ada dalam penyusunan indikator kinerja BPBD 
DIY berdasarkan koda-koda yang sudah disusun 
sebelumnya. Perbandingan dan kategorisasi koda 
dipaparkan dalam Tabel 1. 

Berdasarkan hasil kategorisasi dari Tabel 1, 
teridentifikasikan faktor-faktor yang muncul dalam 
penyusunan indikator kinerja BPBD DIY yaitu (1) 
dukungan, (2) persepsi, (3) pemahaman, (4) proses, 
dan (5) pengawasan dan apresiasi. 

Konseptualisasi Koda 

Berdasarkan kategorisasi kemudian di-
susun konseptualisasi sekaligus penjelasan atas 
identifikasi faktor-faktor yang muncul dalam pe-
nyusunan indikator kinerja BPBD DIY. Gambar 4 
menunjukkan konsep atas kategorisasi koda-koda 
yang telah disusun. 

Dukungan yang diberikan telah membantu 
BPBD DIY dalam melakukan penyusunan SAKIP, 
khususnya e-SAKIP. E-SAKIP sendiri peneliti kate-
gorikan sebagai proses penyusunan SAKIP di mana 
salah satu komponennya yakni indikator kinerja. 
Indikator disusun dan dirancang bersama Bappeda 
dan BPBD DIY bersama-sama sehingga pelaksana-
annya bersifat baik top-down maupun bottom-up. 
Cara penyusunan yang dikombinasi ini merupakan 
langkah yang efektif menurut Anthony dan 
Govindarajan (2007, 391) karena penyusunan de-
ngan cara top-down saja akan menimbulkan 
rendahnya komitmen komponen organisasi yang 
akan membahayakan kesuksesan organisasi. 
Keberhasilan proses penyusunan SAKIP diikuti oleh 
pemahaman organisasi (khususnya pegawai) terkait 
keluaran, munculan, dan dampak yang telah disu-
sun. Ketiga komponen ini merupakan komponen 
penting di dalam SAKIP yang direalisasikan dalam 
program dan kegiatan masing-masing bidang atau 
seksi. Selain itu, persepsi pegawai tentang SAKIP 
juga merupakan komponen yang tidak dapat dike-
sampingkan, meskipun peneliti belum mengetahui 
bagaimana persepsi itu mempengaruhi atau memi-
liki hubungan dengan proses penyusunan SAKIP 
(hal ini harus diuji menggunakan metode statistik). 
Selain itu, keberadaan fenomena isomorfisma nor-
matif dalam penyusunan indikator kinerja mendu-
kung homogenisasi organisasi yang mempermudah 
keselarasan tujuan. 

Guna mengoptimalkan penyusunan SAKIP 
(sebagai sistem pengukuran kinerja) yang memam-
pukan keselarasan tujuan, pengawasan berperan 
penting. Sebagaimana dalam pembahasan sebe-
lumnya, monev berperan dalam mencatat kinerja 
organisasi secara rutin sehingga kinerja dapat 
dilaporkan dengan mudah dan terukur. Persentase 
kinerja tiap bulan atau triwulan tergambarkan 
dengan baik. Dengan adanya monev atau laporan 
bulanan dan triwulanan, kemampuan LAKIP dalam 
menggambarkan kinerja sesungguhnya organisasi 
dapat ditingkatkan. Selain itu, adanya publikasi 
kinerja OPD yang diapresiasi oleh Gubernur DIY juga 
menjadikan organisasi terpacu untuk berkinerja 
dengan lebih baik. Ini selaras dengan temuan 
penelitian Primarisanti dan Akbar (2015) yang 
menyebutkan bahwa insentif (sebagai bentuk apre-
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Tabel 1. Perbandingan dan Kategorisasi Koda

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koda Perbandingan Koda Kategori 

Pendampingan Pendampingan penulis bedakan dengan pelatihan 

karena pelatihan merupakan tahapan sebelum 

menyusun SAKIP, sedangkan pendampingan 

dilakukan saat SAKIP disusun 

Dukungan 

Pelatihan 

Durasi Waktu yang dirasakan oleh pelapor dalam membuat 

SAKIP 

Persepsi 

Manfaat Nilai tambah yang dirasakan dari SAKIP. Peneliti 

membandingkan SAKIP di sini yang disusun secara 

manual dengan e-SAKIP, di mana e-SAKIP dirasa lebih 

memudahkan 

Gambaran SAKIP merepresentasi kinerja sesungguhnya, bukan 

sekadar laporan hitam di atas putih 

Keluaran Kesemuanya tidak bisa dipisahkan dan dibandingkan 

karena menjadi satu kesatuan untuk penyusunan 

model logika 

Pemahaman 

Munculan 

Dampak 

Destana 

E-SAKIP Penyusunan SAKIP dilakukan secara elektronik Proses 

Bappeda Instansi yang menyusun cascading RPJMD 

Top-down Program disusun dari Bappeda, BPBD tinggal 

melaksanakan 

Bottom-up BPBD ikut mendiskusikan program dan sasaran yang 

jadi acuan dalam RPJMD 

Monev Berfungsi sebagai alat kendali kinerja dan keuangan 

OPD 

Pengawasan 

(oversight) dan 

Apresiasi Bappeda Instansi yang melakukan monev tersebut 

Gubernur Berperan sebagai pengapresiasi kinerja OPD 

Gambar 4. Konseptualisasi Koda yang Telah Dikategorisasi 

Penyusunan SAKIP 

 

 

 

Isomorfisma Normatif 
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siasi) berdampak pada peningkatan kinerja. 
 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil evaluasi cetak biru ki-
nerja, peneliti menyimpulkan bahwa indikator kiner-
ja yang disusun BPBD DIY memiliki kesesuaian logis 
serta munculan yang berbasis pada dampak untuk 
masyarakat. Namun, indikator kinerja BPBD DIY 
belum berorientasi pada kualitas baik upaya mau-
pun hasil serta belum mengidentifikasikan penyedia 
layanan dalam aktivitasnya. Adapun munculan desa 
tangguh tetap terhitung menunjuk-kan kesesuaian 
logis karena lingkup desa di DIY sebesar 75% dan 
satuan wilayah lainnya (kampung dan kelurahan) 
sudah menjadi fokus organisasi lain, berdasarkan 
hasil triangulasi dokumen dengan wawan-cara. 
Selanjutnya, berdasarkan kategorisasi koda-koda 
yang disusun peneliti menyimpulkan terdapat be-
berapa faktor yang hadir dalam penyusunan indi-
kator kinerja BPBD DIY. Faktor-faktor tersebut yakni 
dukungan (pendampingan dan pelatihan), persepsi, 
proses pembentukan, serta pengawasan dan 
apresiasi (monev dan “hadiah-hukuman” dari Gu-
bernur) yang berperan bagi komponen orga-nisasi 
(utamanya personel) untuk menyusun SAKIP seka-
ligus merealisasi tujuan organisasi yakni penurunan 
risiko bencana.  Selain itu, peneliti juga menemukan 
gejala isomorfisma normatif di dalam sistem pengu-
kuran kinerja BPBD DIY. 

 Penelitian ini memiliki implikasi praktis 
pada pelaksanaan sistem pengendalian manajemen 
BPBD DIY, khususnya pada sistem pengukuran 
kinerja yang tertuang dalam e-SAKIP. Penelitian ini 
sekaligus memperluas hasil penelitian-penelitian 
sebelumnya yang menjelaskan fenomena isomor-
fisma institusional di berbagai OPD di Indonesia dan 
khususnya di DIY. Selain itu, penelitian ini meng-
hasilkan temuan baru untuk melengkapi penelitian 
terdahulu yakni peran vital pengawasan dan apre-
siasi dalam bentuk Moni-toring dan evaluasi ter-
hadap sistem pengukuran kinerja di seluruh OPD 
DIY dan secara empirik spesifik pada BPBD DIY. 

Berdasarkan pemaparan dan simpulan, pe-
nelitian ini mengajukan rekomendasi sebagai 
berikut: (1) adanya penelitian lebih lanjut yang 
membahas ten-tang persepsi pegawai penggunaan 
e-SAKIP dan di-analisis dengan metode statistik, (2) 
bagi pengem-bang SAKIP DIY, peneliti merekomen-
dasikan adanya peningkatan dan pemutakhiran 
fungsi e-SAKIP agar kinerja instansi dapat terukur 
dengan lebih baik lagi, (3) bagi BPBD DIY agar mulai 
mempertimbangkan menyusun indikator kinerja 
secara kualitatif, khususnya kualitas hasil, (4) me-

ngacu pada poin 3, peneliti merekomendasikan 
instansi penyedia data dan atau statistik agar 
menyediakan data dengan seakurat dan seandal 
mungkin. Hal ini sangat diperlukan agar OPD dapat 
menyusun indikator kualitatif yang dapat diukur 
dengan baik, (5) bagi pemerintah daerah lain di 
Indonesia agar menerapkan e-SAKIP sebagaimana 
yang telah diterapkan di DIY supaya sistem pengu-
kuran kinerja tiap OPD dapat tersusun dengan baik 
dan efektif. 
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